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PEMERINTAH KOTA PZKALONGAN
DINAS PEMBERDAVAAN MABYARAKAT PEREMPUAN DAN PELRINDUNGAN ANAK KOJTA PEKALONGAN
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PEMERUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KEPALA BEKS! PERLINDUNGAN FEREMPUAN DAX ANAK
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ToL. erERTIF | ! Tud

DISAHEAN OLEN

Negara Republik Indonesla Nomor 3277)

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tenteng Perlindungan Anak
Nomer 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahat Lemnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 19)
4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

5 Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 79 Tahu
Pelayanan Minimal

Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuar dan Anak Korban Kekerasan
Peraturan Daerah Nomor S Tahun 2015 tent g P lenggaraan Perlind
(Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 5);

8 Peraturan Daerah Nomecr
Tahun 2019 Momor 13);

~1

9 Peraturan Walikota Nomer 65 B Tahun 2020 tentang Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Reinaja Kota Pekalongan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

3 Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik

n 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar]

6 Peraturan Menteri Pemberdayaan Peiempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan
gan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak

13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Pekalongan

NAMA 8OP STANDAR
PSIKOLOGI (
KEJAKSAAN NEG
PEKALONGAN
DARAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA !
1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenal Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasil 1 "Memahami peraturan peraturan terkait dengan perlindungan anak dan kekerasan
Terhadap Wanita (C tion On The Elimination. Of All Forms Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik| daiam rumah tangga
Indonesia Tahun 1984 N r 29, Tambahan Lemb

| 2 Mampu melaksanakan koordinasi d i

i terkait

lkan k

P F

dan internat

3 Mampu 1

4 Tim Teknis LP-PAR : Jaksa/ Hakim/Pengucara/ Puikelog/ Konselor { Pekerja Sosial/
BAPAS/Kepolisian

KETERKAITAN :

3. Pihak terkait lainnya (sekolah, RT;RW /Kelurahan)

PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. Kepolsian Pekalongan Kota, Kejaksaar Negeri dan Pengadilen Negeri Kota Pekalongan 1 Seperangkat komputer (laptop), jaringan internet/modem
2. Anak Berhadap dengan Hukum (ABH) dan Keluarga 2 ATK

3 Data-data kasus kekerasan berbasis gender dan anak

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Keberhasilan proses diversi menjadi salah satu indikator implementasi Kota Layak Anak Klaster Perlindungan Khusua

Data disimpan secara manual dan elektronik

Dipindai dengan CamScanner




FORM 3

RUMUSAN FORMAT SOF- STAWDAR PELAYAAN BANTUAN TENAGA AHLI BIDANG PSIKOLOGI (PSIKOLOG]} PROSES DIVERSI DI KEPULISIAN, KEJAKSAAN NEGERI DAN PENGADILAN NEGERI KOTA

PEKALONGAN

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Pelaksana LPPAR

Sekretanis LP
PAR | Ras
Feruncungan
Perempuan &
Annk)

butua LP-PAR

Katua LP-PAR,
Kam,
Fulltimerf
Pelaksana

Tim Profesi
Paikolagi

Kepolisian
Pekalongan
Kota, Kzjaksaan
Negeri dan
Pengadilan
Negeri Kota
Pekalongan

Kepala
DPMPPA

Kelengkapan

Waktu

Cutput

Keterangan

2

8

10

13

Melakukan permchonan Tenaga Ahli Bidan,
Psikologi Proses Diversi di Kepolisian/
Kejaksaan/ Pengadilan Negeri diajukan oleh|
Kepolisi Pekalongan Kota/ Kejaksaan|
Negeri Pekalongan/ Pengadilan Negeri Kota]
Pekalongan kepada Kepala Dinas
Femberdayaan Masyarakat Perempuan dand
Pedindungan Anak

mulai '-]

Surat
Permohonan
Pemohon

1 hari

Dokumen

(%]

Memutusken dan atau berkoordinasi dengan|
Tim Teknis LP-PAR bidang psikologi/
hukum /medis / sosial untuk menentukan|
apakah permchonan pemchon diterima atau
tidak

HP/ Telepen

2 hari

Informasi
Diterima/
ditolak

Hasil koordinasi menjadi bahan|
|pertimbangan Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Perempuan dan Perlindungan
Anzk untuk mengeluarkan Surat Keputuean|
dan surat tugas

HP/ Telepon

2 hari

Informasi
Diterimaf
ditolak

Apabila permohonan diterima maka akan
akan dikeluarkan Surat Tugas kepada
anggota Tim Teknis Bidang Psikologi/
Psikolog oleh Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Perempuan dan Perlindungan|
Anak

Yalalil 1 T et

Surat Tugas

2 hari

Dokument

asi d K
Pckalongan Kota/ Kejaksaan Kota
Pekalongan,/ Pengadilan Negeri Kota
Pekelongan

_I1
L]

HP/ Telepon

2 hari

Informasi
Jadwal
Pelaksanaan

Memberikan arahan kepada Sekretarie Tim
Teknis (Kasi Perlindungan Perempuan dan
Anak) untuk menyiapkan dokumen
persyaratan pendampingan dan dokumen
lain yang Cibutulikon serta
mendokumentasikan kegiatan

Berkas
persyaratan

1 hari

Dokumen

Pemberian Layanan Bantuan Tenaga Ahlj
Psikologi (Peikolog) Proses Diversi

Selesai

Berita Acara

4 jam

Dokumen

Dipindai dengan CamScanner




